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BUPATI IIALI&AHTRA BARA'I

JAILOLO
KIDPUTUSAIT BI'PATI HALUAIIERA BARAT

NOMOR eT lt<r,tsl r /2017

TENTANG

PETTI'I{JI'KAIT BTITDAE/LRA PHTERIIfiAAIT
PADA SA"UAtr XmrrA DItrAS PERItrDUSTlrIAfi, PmDAcAITcAIy DAfi

KOPERASI UXil ITABI'PATF;IT HALMAIIERA BARAT
TAEUN AITGGANAN %)I7

BI'PATI IIALHAEDRA BARAT,

Menimbang : a. bahnra dalam ranglra tertib administrasi pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Feraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk
kelancararr pelaksanaarr progratn dan kegiatan dipandarrg
perlu menurrjuk Bendahara Penerimaan pada Dinas
Perinduetrian,, Perdagangan den Koperasi UKM Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Angaran 2O77; ,i

b. bahwa Saudari WASALMA yang diusulkan oleh Kepala
Dinas Perindrrstrian, Perdagangan dan Koperasi UKM
Kabupaten Halmahera Barat, selaku pejabat pengguna
anggaran dianggap cakap dan memenuhi syarat serta
mampu melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Halmahera
Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, trrerlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penu{ukan Bendahara Penerimaan pada Satuan
kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 24fi.

Mengingat : 1. Undang:-undang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Snratantra Tingkat tr Dalam
Wilayah Daeratr Swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang-undang;

2. Undanyundang Nomor 6 Tatrun 2OOO tentang Perubatran
atas Undanyundang Nomor +6 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Malular Utar:a, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara tsarat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang
Pemberrtukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmatrera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Ksta Tidsre Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-undang Nomor I Tahun 2AA4 tentang
Perbendaharaar Negara;
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6. Undang-undang Nomor 33
Perimbangan Keuangan antara
Daerah;

Talrun 2AA4 tentang
Pemerintah Pusat dan

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun ?OL+ tentang Aparatur
Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9
Tahun 2AL6 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ha'lmahera Barat Tatrun Anggaran
2017;

l4.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2077;

Surat Usulan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi UKM Kabupaten Halmahera Barat Nomor :

900103-Indagkop-Ul<Nllll2}l7 /2OL7 tanggal, 12 Januari
2OL7, Perihal: Usulan Bendahara Tahun 2OL7.

MEMUTUSKAIT:

Menunjuk Saudari UTASALMA NIP. 19841014 2OO5O1 2
OO3 sebagai Bendatrara Penerimaan pada Satuan Kerja
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM
Kabupaten Halmatrera Barat Tatrun Anggaran 2ALT
dengart atasan langsungnya Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Halmahera
Barat.

Bendahara sebagaimana dimaksud Dikttrm Kesatu, dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabrgra tetap
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai
berikut:

KETIGA
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SPECIIIIEN
BENDAHARA PEI{ERIMAAN

TANDA TANGAN PARAF

A. .h-

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PE.IABAT PARAF

Sekretaris Daerah t$ \
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum \v
Kepala Peridagkop
Kabag. Hukum & Orgs

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanl#:al : l7 Januari 2o-17

Iauperr ITALMAHERA BARAT,

Tenbu.san : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Solifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspekorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala Dinas Perindagkop Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagar'rnana mestin5ra
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